


: Wiraswasta.

: Jalan Cipto Mangunkusumo RT/RW A04rcA4,
Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dengan Nomor Polis
:2002462894, Nomor Polis :211703627748,Nomor Polis : 211103964964, Nomor
Polis : 216100363817 dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BpA), Daerah
Pemilihan (DP) IX - Kalimantan, meliputi : provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II ;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjufirya disebut 'oPara Pemohon", dengan ini
mengajukan permohonan pengujian Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 111) Terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945. Lebih
jelasny4 Pasal 53 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
diuj i konstitusionalitasnya, mengatur :

(l) usetiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, ataa
menghambat pelaksanaan kewenfingan OJK sebagaimana dimnksud dalam Pasal g

huruf c, huruf d, huruf e, huruff, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (l) huruf a,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda pating banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupinh). r

Q) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, dipidanu dengan pidana denda paling sedikit Rp.L5.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima
miliar rupiah)".

Serta Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 20ll Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
diuj i konstitusionalitasnya, mengatur :

(1) "Setiap Orang yang dengan sengaja mcngabaikan dan/atau tidak melaksanakan
petintah turtulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d atau tugas untuh
menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksua diUm Pasal t huruf f,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dai pidana denda
paling sedikit Rp.5.A00.000.000,00 (lima miliar rapiah) atau pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 Aima
belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada aynt (1) dilakuk;an oleh
korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau pating banyak
Rp.45.000.000.000,00 (emput puluh lima miliar rupiah).,,

Pekerjaan

Alamat
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Bahwa terhadap Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas

Jasa Keuarigan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111), Para

Pemohon ajukan uji materiil karena Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No,21 Tahun

2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1)

UUD 1945 terhadap frasa :

"kepastian hukum yang adil sertaperlakaan yang sama di hadapun hukum".

A. KEWENAI\GAN MATIKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Prr;al24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan Kelamsaan kehakiman dilalailmn

oleh sebuah Mahtcanah Agung dan badan peradilan yang berada di bowahnya dalam

lingkungan peradilan umum, linghmgan peradilan ogama, linglatngan peradilan

militer, linglatngan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi;

Bahwa disebutkan pula dalam Pasal24CAyat (1) UUD 1945,*Mahkomah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingl(nt pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap (Jndang-Undang Dasar, memutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenongannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan

tentang P emilihan Umum" ;

Bahwa Pasal 10 ayat (1) hwuf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011 (selanjutnya disebut UU MK), kembali merregaskan hal yang sama yaitu
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, autara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD
1 945";

Bahwa lretentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang
Kehtasaan Kehakiman yang menyatakan,"Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifatJinal untuk: a.

menguji undang-undang terhadap Undang-tlndang Dasar Rd:publik Indonesia Tahun

1945;

5. Bahwa Pasal 4 ayat Q) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMIV2005
tentang Pedoman Beracara dan Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya

disebut PMK No. 612005) menyatakan, ooPengujian materill adalah pengujian

Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau

bagian (Jndang-tJndang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945";

2.

J.

4.
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6. Bahwa objek pengajuan permohonan uji materiil ini dilakukan terhadap ketentuan
Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang No.21 Tahun 20ll Tentang Otoritas Jasa
Keuangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal53 :

(l'; "Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau
menghambat pelaksanaan kewenangaq OJK sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t hurufc, hurufd, hurufe, huraff, hurufg, dan/atau Pasal 30 ayat (l)'
huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling sedikit W5,000.000.000,00 (ima miliar rupiah) atau
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp 1 5. 0 0 0. 00 0. 0 0 0, 0 0 (lima b elas miliar r upiah).

Q) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, ilipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp15.000.000.000,00
(ima belas miliar rupiah) atau paling banyak Rp45.000.000.000,00 (empat
puluh lima miliar rupiah)u.

Pasal 54 :

(1) *Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak
melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d
atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud
dalam Pasal9 hurutf, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (ima mitiar rupiah)
atau pidana peniara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit

. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) atau paling banyak
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah)."

7. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Pemohon berpandangan Mahkamah
Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian
materiil. terhadap Undang-Undang a quo pada tingkat pert4ma dan terakhir yang
putusannya bersifat final dan mengikat; ,i"

KEDUDUKAN HTIKUM (LEGAL STANDINq PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (l) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan
WNI, O) kesatuan masyaralmt hu,lrum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
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perkembangan masyaraknt dan prinsip Negara Kesatuan M yang diatur dalam
undang-undang, (c) badan hukum pubrik dan privat, atau (d) lembaga negara,o;

Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan ..yang

dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,,;

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Kpnstitusi yang tertuang dalam putusan
Perkara Nomor 006iPI-ru-IIA2005 juncto Perkara Nomor llpry-v12007 dan
putusan-putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam
mengajukan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarut :

a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang' Dasar Negara Republik Indonesia Tahrur 1945;
.b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan

oleh suatu undang-undang yang diuji;
c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan

aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar
dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-
undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. Adanya'kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pennohonan maka
kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Para Pemohon (pemohon I dan pernohon II) merupakan warga Negera
Republik Indonesia @ukti P-1) merupakan Pemegang Polis Asuransi Jiwa Bersama
(AJB) Bumiputera l9l2 yarrrg badan usahanya berbentuk usaha bersama (mutual),
dengan demikian secara hukum mempunyai hak dan/atau mempunyai kewenangan
konstitusional dalam aktifitas penyelenggaraarLasuransi. Dalarnbadan u.*tu ,*g
.seperti ini, sudah barang tentu pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha
tersebut, sebagaimana tertuang dan diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Asuransi
Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera l9l2 yang termuat dalam Mukadimah serta dalam
Pasa] 3 - 5, Pasal 7, dan Pasal 36 - 45 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama

..:
Bahwa disamping pemegang polis, para pemohon jug'b merq.ngkap sebagai
Anggota dari Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa il; (AJB)
Bumiputera 1912 berdasarkan Akta Notaris No. 19 tentang pernyataan Keputusan
Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
l9r2tertanggal23 April2015 dan AktaNotaris No. 05 tentang pernyataan Keputusan
Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB)
Bumiputera 1912 1,rlrtanggal02 Agustus 2016, yang mana kedua akta tersebut dibuat
dihadapanNotaris Maria Gunarti, s.H., M.Kx., Notaris di Jakarta @ukti p-3).
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5.
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Para Pemohon sebagai anggota BPA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

mewakili Daerah Pemilihan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10

Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 191,2, kedudukan Para

Pemohon sebagai Anggota BPA - Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912

sesuai dengan ketentuan Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : oosetiap

orang berhak atas l{ebebasan berserikat, berlatmpul, dan mengeluarkan pendapat."
Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat penting r.mtuk

ditegakkan, karena bisa mempengaruhi kemajuan bangsa. Inovasi dan inspirasi tidak
hanya berasal dari para pemimpin atau pihak luar, melainkan bisa berasal dari

ralcyatny4 dengan demikian rakyat bisa aktif dalam penentuan nasib bangsa. Apabila
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dapat direalisasikan,

niscaya akan ada banyak masukan dari rakyatnya. Dengan demikian akan terjadi
hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyatnya dan ralcyatpun akan senantiasa

aktif'bekerja sama dalam pembangunan suatu bangsa.

6. Bahwa Hak Konstitusional setiap orang tennasuk Para Pemohon atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UIID 1945 yang berbunyi :

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hulatm

yang adil serta perlahmn yang sama dihadapan huhtm" (Bukti P-4). Dimana hak

konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) truD 1945 ini
telah dilanggar.oleh pembentuk Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas
Jasa Keuangan @ukti P-5). Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan telah
menetapkan Pemohon I sebagai Tersangka berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Nomor : S-R/98/IIll202llDPJK tertanggal 08 Maret 2021 @ukti P-6) dan

berdasarkan Surat Panggilan No. SP GL I 17 2 IIIVDP JK @ukti P-7)

7. Bahwa pada tanggal 8 Marct 2A2l PEMOHON I dipanggil oleh Departemen
Penyidikan Seklor Jasa Keuangan dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan

. melalcukan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak
memenuhi atalu menghambat pelaksturaan kewenangan OJK danlatau tidak
melaksanakan perintah tertulis Nomor : S.13 i D.05 I 2020 tanggal 16 April 2020
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54-Undang-Undang No. 21

Tahun 2011 Tenkng Otoritas Jasa Keuangan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke- I KUHP
yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 19.12 periode ApnI2020
sampai dengan Oktober 2020;

8. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon akibat keberadaan Pasal 53 dan Pasal 54

Undang-undang No.21 Tahun 201 1 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tidak sesuai

dengan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) lruD 1D45 adalah Pemohon I
ditetapkan sebagai Tersangka oleh Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

dalam dugaan Tindak Pidana di sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak
memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak
melaksanakan perintah terfulis Nomor : S.13 / D.05 I 2020 tanggal 16 April2020
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang No. 21

Tahrm 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Juncto Pasal 55 ayat (l) Ke' I KUHP
yang terjadi di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera t9l2 penode April 2020

sampai dengan Oktober 202A.

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon telah memenuhi kualitas

maupun kapasitas sebagai Pemphon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945

sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan

Matrkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang

memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian

Undang-Undang terhadap UUD 1945. Bahwa kedudukau Para Pemohon selaku

Pemegang Polis dan sebagai Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) Asuransi

Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 dalam konstitusionalitasnya ibarat 'odua sisi

mata'uang" yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya karena Anggota

BPA AIB Bumiputera 1912 adalah harus Pemegang Polis dan Pemegang Polis

mempunyai hak suara memilih maupun dipilili sebagai anggota BPA inilah ciri khas

atau karakteristik dari Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera yang tidak dimiliki
oleh perusahaan lain.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal yang diuji adatah ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang No.
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5253) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun
1945 yangmemuat ketentuan sebagai berikut :

Pasal 53 UU No. 21 Tahun 2011

(l) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau
menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal 9 hurufc, hurufd, hurufe, huruff, hurufg, dan/atau Pasal j0 ayat (I)
huruf o, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

.pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (li1pa miliar rupiah) atau
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidawa denda paling banyak
Rp I 5. 0 0 0. 00 0. 0 0 0, 00 (lima b elas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ($ dilalatkan oleh
karporasi, dipidana dengan pidana dendn paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiqh) atau paling banyak
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Pasal 54 UU No. 21 Tahun 2011

(t) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabailmn dan/atau tidak
melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf

TNVI'l,aw office I Permohonan PUU MK



d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimolcsud
- dalam Pasal t huruf f dipidana dengan pidana peniai paling singkat 2

(dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 Qima
miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 Qima belas miliar rupiah).

(2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimalcsud pada ayat (l) dilafulan oleh
korporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp15.000.000.000,00,Qima belas miliar rupiah) atau paling banyak
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

2. Bahwa adapun Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, hwuf g, dan/atau Pasal 30

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20ll tentang Otoritas Jasa

Keuangan adalah sebagai berikut:

Pasal t hurufc :

.melakuknn pengctwasan, pemeriksaan, peqtyidikan, perlindungan Konsumen, dan
tindal<nn lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang
lregiatan jasa keuangan sebagaimana dimalcsud dalam peraturan perundang-
undangan di seHorjasa keuangan;

Pasal t hurufd :

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dart/atau pihak
tertentu;

Pasal t hurufe :

melakttkan penunjuknn pengelola statut q ;

Pasal t huruff:
menetapkan penggunaan pengelola statuter ;

- Pasal9 huruf g :

menetapkan sanksi administratrf terhadap pihak yang melala,tL:an pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pasal ?0 ayat (1) huruf a :

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan' masyarakat, oJlpberwenang melalru-kan
pembelaan hukttm, yang meliputi: . ,
a. memerintahkan atau melalatlmn tindaknn tertentu kepada Lembaga Jasa

Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan
Lemboga Jasa Keuangan dimalcsud

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang
No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Pasal 28D
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ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selengkapnya
mengatur sebagai berikut:

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan lcepastian

hukum yang adil serta perlahtan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa frasa "setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi,

atau menghambat pelalcsanaan kewenangan OJK sebagaimana dimalaud dalam
Pasal 9 lturuf c, huruf d, huruf e, huruff huruf g, dan/atau Pasal j0 qtat (1) huruf
a" dart fuasa "Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak
melalcsanaknn perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf d atau

tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 9
huruff', menurut hemat Pemohon merupakan suatu Pasal yang bersifat elastis/ karet
yang dapat disalah gunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OIK) untuk menjerat

seseorang atau korporasi melakukan tindak Pidana dalam Seklor Jasa Keuangan;

Bahwa Pasal yang sedang di batu ujikan telah menimbulkan kerugian Hak
Konstitusional khususnya terhadap Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 ayat (1) bagi Para Pemohon, yang mana Pemohon

menganggap bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalah gunakan

kewenangannya dengan menggunakan Pasal yang sedang dibatu uji untuk menjerat
dan menjatuhkan Harkat dan Martabat Pemohon I. Bahwa frasa "dengan sengaja
mengabaiknn dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis" tersebut menimbulkan
keragu-raguan (multitafsir) dan tidak logis sehingga menimbulkan konflik norma.
Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk
kontentasi nonna, reduksi nonna atau distorsi norma;

6. Bahwa frasa o'dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat
pelalrsanaan kewenangan" danfrasa "dengan sengaja mengabaiknn dan/atau tidak

. melqlrsanakan perintah tertulis2' tersebut menurut hemat Pemohon merupakan
bentuk ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena frasa tersebut
mempunyai unsur subjektifitas bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mana
apabila suatu perintah tertulis yang terdiri dari beberapa poin dan salah satu poin
belum dilaksanakan, maka oJK dapat melalnrkan k$wenangannya dengan
mempergunakan Pasal 53 dan 54 tersebut sebagai aiuan h=Ukum. Padahal
kenyataannya 6 dan 7 poin didalam perintah tertulis tersebut telah dilaksanakan oleh
seseorang ataupun Badan Hukum;

7. Bahwa Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap

dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Frasa "dengan sengaja mengabaikan, tidak
memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan" dan ftasa "dengan sengaja
mengabaikan dan/atau tidak melalcsanakon perintah tertulis menurut hemat Para

4.

5.
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Pemohon bersifat subjektif, karena berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa

Keuangan (OIK) dapat serta merta melakukan abuse of power yang menurut OJK

apabila seseorang atau Badan Hukum telah melanggar Pasal yang sedang dibatu

ujikan hanya berdasarkan penilaian subjektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa

ada ukuran dan maksud yang jelas makna dari kata mengabailmn, tidak memenuhi

dan/ at au tidak melaks anakan tersebut;

tsahwa Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena berfujuan untuk

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang

tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk nornul hukum terhrlis. Menurut

Fence M. Wantu, *hukum tanpa nilai kepastian hulatm akan kehilangan malcna

karena tidak lagi dapat dijadikan pedornan perilalu bagi semua orang!'. Kepastian

hulium diartikan sebagai kejelasan nonna sehingga dapat dijadikan pedoman bagi

masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian tersebut dapat

dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam

masyarakat agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) dan Pasal 54 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 20lL tentang Otoritas Jasa Keuangan telah menimbulkan

ketidakpastian hukum, karena kedua Pasal yang sedang dibatu ujikan dapat

digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melalcukan Tindakan

sewenang-wenang yang mana apabila kita melihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabailmn, tidak memenuhi, atau
menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimalcsud dalam
Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruff, huruf g, dan/atau Pasal j0 ayat (l)
huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singknt 2 (dua) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah) atau
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 1 5. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 0, 0 0 (ima b elas miliar rupiah).

(2) Apabita pelanggaran sebagaimana dimalaud pada ayat (1) dilakulcan oleh
korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedtkit Rpl5.000.000.000,00
(ima belas miliar rupiah) atau palireg banyak Rp.41000.000.000,00 (empat
puluh lima miliar rupiah).

:,

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

menyebutkan:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melalrsanaknn

menggunaknn pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruff,,
dipidana dengan pidona penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda

8.

9.
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paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (ima miliar rupiah) atau pidana penjara
.paling lamo 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 1 5. A 0 0. 0 0 0. 0 0 0, 0 0 (ima b el as miliar rupiah).

(2) Apabita pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakutran oleh
kbrporasi, korporasi dipidana dengan pidana denda paling sedikit
Rp.15.000.000.A00,0A (ima belas miliar rupiah) atau paling banyak
Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).

Yang menjadi pertanyaan Para Pemohon adalah Apabila suatu korporasi dianggap

tidak melaksanakan kewenangan OJK berdasarkan Pasal t huruf d dan/atau huruf f
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, apakah

kedua Pasal tersebut dapat dikenakan kepada Korporasi tersebut? Hal inilah yang

menrrrut hemat Para Pemohon kedua pasal tersebut menyebabkan ketidak pastian

Hukum dan SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa berdasarkan Pasal t huruf g Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:'

"menetaplran sanlrsi administratif terhadap pihak yang melalatkon pelanggaran
terhadap perat.uran perundang-undangan di sektor jasa keuangon"

Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi/pertentangan antara Pasal yang
satu dengan pasal berikutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 dan 54
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tenfang Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana
disebutkan dalam Pasal t huruf c, huruf d, huruf e, huruf f huruf g, dan/atau pasal

30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan adalah terlampau luas. wewenang otoritas Jasa Keuangan (oJK) yang
meliputi pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perintah, dan penetapan bersifat
tumpang tindih dan tidak terbatas. Hal ini membuka peluang yang sangat besar bagi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan abuse of power;

,. 
., 

,
Bahwa dalam Pasal t huruf e dan f Undang-Undang Nomorr2l Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan wewenang OJK dalam menenjuk pengelola
statuter serta menetapkan pengelola statuter. Dalam Penjelasan Pasal 8 hwuf g

undang-undang Nomor 21 Tahun 20ll rcrrtang otoritas Jasa Keuangan, yang
dimaksud pengelola statuter adalah "orang perseorangah atau badan huhm yang
ditetaplr.an OJK untuk melalaanakan kewenangan OJK". Sedangkan dalam Pasal 53

dan 54 Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang untuk menjatuhkan
hukuman kepada setiap orang yang sengaja mengabaikan, tidak memenuhi atau

10.
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menghambat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal t huruf e dan f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20ll tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Pasal tersebut sahng tumpang tindih, karena bagaimana
mungkin orang perseorangan atau korporasi dikatakan menyalahi wewenang
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan kewenangan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), sedangkan yang dapat menun$uk pengelola statuter serta
menetapkan pengelola statuter adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri?
Disinilah letak terjadinya tumpang tind+ terhadap kewenangan yang dimiliki
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

13. Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan ketentuan Pasal 30 ayat (l) huruf a
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Adapun isi
Pasal 30 ayat (1) adalah:

"Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakulan
pembelaan hulatm, yang meliputi:

(a) memerintahknn atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa
Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan
Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;

Dalam penjelasan Pasal tersebut, tidak ditemukan pengertian mengenai frasa
'tindakan tertentu'. Apa yang dimaksud dorgan 'tindalcan tertentu'tersebut hanya
merupakan penafsiran secara sepihak yang bersifat subjektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Disinilah letak
tindakan semena-mena yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk
abuse of power tanpa ada kontrol dari pihak independen;

14. Bahwa mengacu dari ketentuan Pasal tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu asumsi
bahwa Pasal tersebut tidak mempunyai KEKUATAN HUKUM yang mengikat,
sehingga tidak ada KEPASTIAN HUKUM bagi pencari keadilan.

Berdasarkan uraian dalil-dalil Para Pemohon diatas, izinkanlah Para Pemohon meminta- 
kepada Yang Mulai Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara
permohonan ini untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

tl,
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2. Menyatakan Frasa "diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan" dalam

Pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor I 11 beserta

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat dan tidak ada kepastian hukum;

3. Memerintalrkan pemuatan Putusan ini ddam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya--ex aequo et bono.

Demikian Permohonan ini disampaikan. Atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim
Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terimakasih.'

llormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon

2. Wiwik Handayani, S.H., M.H.

rian Bayu Kurniawan, S.H., M.H.
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